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ABSTRAK 
 
(A) Judul Tesis : Analisis Yuridis Gereja Sebagai Badan Hukum 

Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah 
(B) Nama Mahasiswa : Viona 
(C) NIM : 217202015 
(D) Kata Kunci : Subjek Hukum, Badan Hukum, Lembaga Badan 

Keagamaan, Gereja, Agraria, Hak Atas Tanah, Hak 
Milik 

(E) Isi Abstrak : Gereja dan/atau lembaga keagamaan lainnya 
memiliki kedudukan hukum sebagai badan hukum, 
yang mana hal ini sudah diatur sejak zaman 
Pemerintahan Hindia Belanda. Lebih lanjut setelah 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pengaturan 
mengenai gereja dan/atau lembaga keagamaan 
lainnya sebagai badan hukum dipertegas dengan 
adanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh 
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Kementerian Agama yang menyatakan gereja 
dan/atau lembaga keagamaan yang tercatat dalam 
database merupakan badan hukum. Selanjutnya, 
badan hukum dapat mempunyai status tanah 
dengan hak milik namun memerlukan penunjukan 
dari pemerintah, hal ini sebagaimana disebutkan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 61) 
tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang 
Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah  maka 
badan hukum tersebut dapat mempunyai hak milik 
atas tanah, kemudian pengaturan mengenai badan 
hukum dapat mempunyai hak milik dipertegas 
dengan adanya beberapa pasal yang mengatur 
mengenai hal tersebut dalam Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. 

(F) Daftar Acuan :  
(G) Pembimbing : Dr. Benny Djaja, S.H., M.H., M.Hum., M.Kn. 
(H) Penulis : Viona 
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